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Abstract

Public sphere as popularized Habermas's a historical review of the critical
discussions in response to the political realities that happen to people in the
century -18. The emergence of the Internet as a medium bari provide a broader
transformation, both practical and theoretical, of how public space took place
in the virtual space. Characteristics of the Internet as a medium, users access,
to information that is distributed in space (public) basically becomes a virtual
focal point to see how sesunggunya character of public space in the virtual
world.

Keyword: public sphere, public space, new media, network, information

Abstrak

Ruang publik sebagaimana dipopulerkan Habermas merupakan
peninjauan historis terhadap diskusi-diskusi kritis sebagai respon dari realitas
politik yang terjadi pada masyarakat di abad ke -18. Kemunculan internet
sebagai media bari memberikan transformasi yang lebih luas, baik secara
praktis maupun teoritis, terhadap bagaimana ruang publik itu terjadi di ruang
virtual. Karakteristik internet sebagai medium, pengguna yang mengakses,
hingga informasi yang didistribusikan dalam ruang (publik) virtual pada
dasarnya menjadi titik perhatian untuk melihat bagaimana sesunggunya
karakter dari ruang publik di dunia virtual tersebut.

Kata kunci : public sphere, ruang publik, media baru, jaringan, informasi.

Pendahuluan

Di era konvergensi media dan kemunculan internet sebagai medium yang bisa
digunakan industri media dalam mendistribusikan informasi (berita), warga tidak
lagi dipandang sebagai audiens dalam pengertian sekadar mengonsumsi informasi
yang disajikan semata. Fasilitas internet memungkinkan karakter berita menjadi
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lebih luas dan pelaku industri media bukan sekadar berhenti pada fungsi untuk
menginformasikan (# inforn) semata, melainkan juga melibatkan warga untuk sama-
sama membangun wacana dalam kerang demokratisasi. Konteks pembahasan soal
keterlibatan warga ini akan semakin berkembang jauh ketika memasukkan bahasan

mengenal aligen journalism.

Salah satu karakter pembeda dart media tradisional adalah media internet
menyediakan kolom interaksi. Sebuah berita yang diproduksi oleh pelaku industri
media pada saat berita itu dipublikasikan di internet, maka warga selaku audiens
bisa menanggapi, mengkritisi, bahkan membahkan data-data terhadap berita
tersebut. Jelas ini merupakan langkah baru dari kehidupan media di Indonesia,
dimana selama ini media hanya menjadi satu-satunya sumber media opini publik
yang membatasi bahkan menghalangi keterlibatan pembaca (andzences). Jika melihat
situs-situs media berita dalam jaringan atau daring (on/ing), beberapa kasus dengan
sangat mudah ditemui untuk menggambarkan bagaimana kolom komentar berita
itu menjadi ruang untuk publik berdiskusi.

Jika dalam masyarakat di sckitar abad ke -18 menempatkan kafe, salon, atau
tempat-tempat perkumpulan sebagai arena dalam melakukan diskusi publik (pubiik
sphere), kini internet merupakan arena virtual (virtual sphere) yang bisa digunakan
untuk merespon realitas yang terjadi. Bukan bermaksud membuat perbandingan,
dan tentu saja sangat tidak adil dan bias sekali membandingkan media baru dengan
kafe sebagai ruang publik, namun ruang virtualpada dasarnya menghubungkan tidak
hanya individu melainkan juga kelompok yang lebih global tanpa adanya batasan
geografis. Uniknya, keterhubungan itu terwakili sebagian besar dan didominasi olch
teks sebagal bentuk komunikasi termediasi komputer dengan tcks sebagat bahan
utama yang mewakili pernyataan-pernyataan dalam diskusi.Selain adanya persoalan
tentang keberadaan individu yang bersifat virtual dan berbentuk teks atau imej,
juga yang menjadi fokus pethatian adalah kemungkinan informasi yang dibangun
sebagai pendukung dalam diskusi publik adalah informasi yang tidak bisa dipastikan

kebenarannya.

Meski beragam persoalan di atas mengiringi keberadaan internet sebagai
ruang publik di dunia siber, namun makalah ini mencoba untuk memformulasikan
secara teoritis bagaimana internet itu bisa menjelma sebagai arena dalam diskusi-
diskusi kritis. Ditambah dengan pendekatan teoritis dalam perspektif budaya siber,
juga akan diungkap bagaimana kultur yang terjadi dalam ruang virtual itu sendiri,
khususnya melihat realitas yang terjadi di Indonesia.
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Pembahasan

Ruang Publik Harbermas

Term “public sphere” atau ruang publik lahir dari karya Jurgen Habermas pada
tahun 1989 melalui buku yang berjudul The Structural Transformation of the Public
Sphere: An Inquiry into a Category of Gonrgeois Society. Ruang publik tersebut pada
dasarnya merupakan ruang yang tercipta dari kumpulan orang-orang tertentu
(private pegple)—dalam kontcks sebagai kalangan borjuis--yangdiciptakan seolah-
oleh sebagai bentuk penyikapan terhadap otoritas publik

The bourgeots public sphere may conceived above all as the sphere of private peaple come

logether as a public; they soon claimed the public sphere regulated from above againts the

public anthorities themselves, to engage them in a debate over the general rules governing

relations in the basically privatiged but publicly relevant sphere of commodity excchange and
soczal labor. (Habermas, 1962/1989:27)

Hal ini muncul karena adanya perubahan kultur warga dalam menanggai
regulasi maupun realitas politik di abad ke-18; seiring dengan semakin intelektualnya
warga, melek media, akses terhadap karya-karya bermutu, buku sastra yang mudah
didapatkan, dan juga konsumsi tethadap arah baru jurnalisme yang lebih kritis
melalui berita yang dipublikasikan. Juga, merupakan upaya untuk menyediakan
ruang-ruang publik sebagai arena diskusi yang kritis (Rdsomnemens) berdasarkan
argumen-argumen dalam menanggapi realitas atau pemberitaan media.Ruang
publik ini terpisah dari domain otoritas kekuasaan yang ada saat itu di Eropa dan
bahkan dalam konteks ini ruang publik bisa diartikan sebagai kekuatan baru dalam
menyeimbangkan dan mengkirtisi kebijakan yang merupakan produk otoritas yang

berkuasa.

Pada dasarnya ruang publik secara historis sudah muncul di tengah-tengah
masyarakat Eropa, akan tetapi ruang publik baru dalam kupasan Habermas ini
tidak hanya terjadi di warung kafe sebagaimana terjadi di Inggris atau di salon-
salon di Perancis, melainkan juga terjadi di ruang-ruang baca maupun tempat-
tempat pertemuan khusus dengan keterlibatan warga yang jauh lebih berbeda secara
komposist, debat yang tidak berhenti pada debat kusir, dan juga orientasi dari topik-
topik yang diangkat sebagai fokus debat.

Meski ruang publik di abad tersebut dikuasai oleh kalangan borjuis dan
dalam banyak karya akademisi banyak pula yang mengkritisinya, namun Habermas
memunculkan apa yang disebutnya sebagai “iustitutional criterid’(Habermas,
1962/1989:36). Sebuah karakter yang bisa mengantarkan kita memahami apa



yang dimaksud Habermas dengan ruang publik tersebut. Kriteria pertama adalah
pengabaian terhadap status (disregard of status) atau lebih tepatnya menjauhi diskusi
keitis tentang status. Ruang publik tidaklah memperkarakan keinginan persamaan
status dengan otoritas yang berkuasa, tetapi adanya kesempatan yang sama dalam
mengungkapkan/mengkritisi sebuah realitas. Bukan pula upaya untuk menciptakan
publik yang setara di kafe, salon, atau di antara anggota perkumpulan. Ruang
publik lebih menekankan adanya ide-ide yang terlembagakan dan mendapatkan
klaim secara obyektif sehingga bisa diterima oleh publik secara luas; yang jika tidak
terealisasikan, minimal ide tersebut melekat secara sadar di benak publik.

Kriteria kedua adalah fokus pada domain of common concern. Bahwa realitas
histotis menempatkan adanya beberapa domain yang hanya dikuasai penafsirannya
oleh ototitas yang berkuasa dan atau oleh kalangan gereja. Padahal domain tersebut
hisa dibincangkan dan melibatkan publik secara lebih luas.Filsafat, seni, dan sastra
yang diklaim hanya bolch diinterpretasikan dan menjadi kewenangan eksklusif
dalam hal publisitas oleh kalangan gerejawi, menjadi sesuatu yang bisa diakses
oleh publik. Karya-karya tersebut bukan lagi berada dalam kebutuhan untuk bisa
diakses, melainkan sudah menjadi komoditas yang diperdagangkan oleh industri.
Disttibusi karya-karya tersebutlah yang menjadi bahan dalam diskusi kritis yang
terjadi di ruang publik. Intetpretasi menjadi lebih beragam dan bisa berasal dari
siapa saja dalam anggota ruang publik tersebut.

Kriteria tetakhir adalah inklusif (znefusivity). Bahwa betapapun eksklusifnya
publik dalam kasus tertentu akan tetapi dalam ruang publik ia menjadi bagian dari
kelompok kecil tersebut. Ide-ide yang muncul dalam perdebatan khusus mereka
pada dasarnya bukan menjadi milik mutlak anggota ruang publik, melainkan
ketika disebarkan melalui media publik dapat pula mengaksesnya. Juga, isu-isu
yang diangkat sebagai bahan diskusi menjadi lebih umum karena setiap orang bisa
mengkakses sumber-sumber yang terkait dengan isu tersebut. Setiap orang pada
dasarnya di ruang publik itu menemukan dirinya bukan sebagai publik itu sendiri,
melainkan seolah-olah menjadi juru bicara dan bagkan mungkin sebagai guru dari
apa yang dikatakan sebagai publik itu senditi yang menurut Habermas schagai

perwakilan atau bentuk baru representasi borjuis.

Ruang dalam pembahasan Habermas juga mengangkat apa yang disebuatnya
sebagai “private sphere” dan “intimate sphere” (Habermas, 1962/1989:55). Private sphere
adalah ruang yang berada dalam hubungan ekonomi atau pasar dan lebih disebut
sebagai ruang kepemilikan. Kaum borjuis adalah orang-orang yang dalam konteks
ini disebut sebagai private persons.Sementara ruang keluarga yang disebut sebagai



intimate sphere merupakan inti dari private sphere tersebut. Sebagai private persons

kalangan borjuis iti memiliki dua hal, yakni kepemilikan atas barang dan juga pekerja.
Inilah yang menjadi semacam ambiguitas dari ruang publik di mana keberadaan
private sphere menjadi tak terelakkan tercampur. Ada suara, untuk tidak menyebutkan
kepentingan, bahwa ruang publik yang ia sebagai private persons terlibat dalam diksusi
kritis terhadap sebuah realitas politik pada dasarnya mewakili statusnya sebagai
kaum borjuis dan kekhawatiran terhadap regulasi yang mungkin akan mengganggu
private sphere mereka.
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Sumber: Jurgen Habermas, 1962/1989, The Structural Transformation of the Public Sphere: An
Ingniry into a Category of a Bourgeois Soaety, Cambridge, MA: MIT Press, hal.30.

Namun, Habermas juga menekankan bahwa dalam ruang publik sebenarnya
kalangan borjuis itu secara sadar maupun tidak mewakili dua identitas di dalam
dirinya sebagai publik. Diri sebagai pemilik kapital atau pekerja yang dengannya
iz harus mewakili suara ruang pribadi tersebut dengan mengaikatnnya sebagai
kepentingan publik dan juga diri sebagai warga yang murni dan sederhana.

The fully developed bourgeois public sphere was based on fictitions identity of the two roles

assumed by the privatized individnals who came together to form a public: the role of property
owners and the role of human beings pure and simple. (Habermas, 1962/1989:56)

Jika ditarik sebuah kesimpulan sederhana, ruang publik Habermas merupakan
ruang yang bekerja dengan memakai landasan wacana moral praktis yang melibatkan
interakst secara rasional maupun kritts dibangun dengan tujuan untuk mencari
pemecahan masalah-masalah politik. Walau karya Habermas memfokuskan diri
pada ruang publik dari masyarakat borjuis, namun melalui batu loncatan itulah
ruang publik bisa dipahami sebagai ruang yang menyediakan dan melibatkan publik
secara lebih luas dalam mendiskusikan realitas yang ada.



Antara Public Sphere dan Public Space

Ruang siber atau ¢yberpace pada dasarnya menyediakan apa yang disebut Jones
(1997:22) sebagai “rew public space”. Secara digital karakteristik publc space, atau
dengan menyebutnya sebagai virfual space, bisa dimaknai scbagai sesnatu yang umum
atau yang sifatnya pribadi, antarbudaya atau lintas bahasa, hingga pada publik yang
terkontrol atau yang bebas. Ibarat alun-alun, di mana kita bisa menemukan beragam
karakteristik termasuk juga latar belakang entitas yang berada di sana.Meski siapa
saja bisa berada dalam alun-alun, namun tidak berarti otomatis kita menjadi bagian
dari ruang tersebut; kita bisa menemukan entitas yang berkelompok di salah satu
sudut alun-alun, tetapi kita tidak bisa begitu saja masuk dalam kelompok mereka.

Virtnal space tidaklah sama dengan tipe media tradisional seperti radio, televisi
atau penerbitan dan juga tidak pula sejenis dengan pengertian public spaces secara
tradisional dalam kehidupan nyata. Ruang siber memberikan dan menyediakan
fasilitas bagi pengguna untuk menemukan cara baru dalam berinteraksi baik dalam
aspek ekonomi, politik, sosial, dan sebagainya (Camp and Chien, 2000). Realitas di
ruang siber inilah yang menjadikan internet sebagai ruang terbuka bagi siapa saja
untuk berinteraksi atau sekadar mengkonstruksi diri; meski dalam term Castells
(2001) dan Van Dijk (2006) siapapun yang melakukan koncksi maka secara otomatis
ia sudah menjadi bagian dari atau anggota masyarakat jejaring (neswork society).

Namun, perlu ditegaskan bahwa apa yang disebut sebagai public space tidaklah
serta merta sama dengan public spheresebagaimana dimaksud oleh Habermas. Sebab,
internet bisa dikatakan hanya sebagai medium yang bisa digunakan untuk diskusi
atau debat politik, pertukaran ide maupun gagasan, hingga membangun wacana
sebagai jawaban terhadap realitas politik. Namun, fungsi ini sama juga dengan
penggunaan internet scbagai sarana virtual semata; internet bisa menjadi medium
yang dilekatkan pada realitas masyarakat apa saja, tergantung dati pengguna yang
mengaksesnya. Karena itu,Papacharissi (2002:11) menegaskan bahwa “A virtual

space enhances discussion; a virtnal sphere enbances democracy”.

Konteks wirtual (public) space bisa dilihat dari bagaimana pengguna internet
memanfaatkan fasilitas seperti situs jejating sosial Facebook atau Twutter.
Keberadaan wal/ atau dinding sebagai tempat pengguna untuk menyampaikan ide,
mempublikasikan pendapatnya, atau menginformasikan suatu realitas poliuk tidak
serta-merta dikatakan scbagai upaya pengguna dalam debat kritis sebagaimana yang
terjadi di ruang publik. Hal itu hanya sckadar refleksi pengguna saja atas sebuah
realitas; meski dalam dinding tersebut tersedia kolom untuk bisa dikomentari atau
bisa juga ditanggapi (remweedoleh pengguna lain, akan tetapi interaksi yang terjadi
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merupakan tanggapan biasa sebagaimana ketika antarpengguna berinteraksi dalam

komunikasi tatap muka.

Situsjejaring sosialjuga bisa menjadi media dalam konstruksiidentitas pengguna.
Publikasi status, foto, atau tautan yang ada pada dasarnya hanyalah bentuk dasi upaya
pengguna untuk menampilkan dirinya di wilayah pribadi, hanya saja dalam konteks
ini wilayah pribadi itu secara virtual.Logika sederhananya seperti ini, apakah saat
pengguna mempublikasikan foto diri dan di belakangnya terdapat gedung sebuah
partai politik kita bisa langsung mengatakan bahwa si pengguna adalah anggota dari
partai politik tersebut?Bahwa akses pengguna dalam situs jejaring sosial atau bahkan
ketika membuat situs merupakan upayanya untu merefleksikan diri sebagaimana
Cheung (2000:44) menyebutnya sebagai “a reflexive presentation and narrativization of
the self’. Sehingga bisa dikatakan bahwa internet merupakan panggung depan yang
belum tentu juga merepresentasikan diri yang sebenarnya di panggung belakang
(Gotfman, 1959).

Sedangkan dari sisi keberadaan pengguna, internet telah mentransformasikan
perannya secara beragam. Bagi Habermas (20006) senditi keberadaan internet telah
memperluas sekaligus mengfragmentasikan konteks komunikasi. Meski dalam kasus
tertentu ia memiliki pengaruh terhadap kehidupan intelektual, namun di sisi lain
keberadaan internet membangun komunikasi yang nonformal, saluran komunikasi
yang terhubung secara horisontal antar entitas, dan bahkan menjadi alternatif dalam
memperoleh informasi selain media tradisional. Yang menjadi persoalan adalah
informasi yang lalu lalang di dalam jaringan terkadang menjadi informasi yang
kurang fokus, tanpa edit, dan dalam kondisi tertentu kita tidak bisa mengetahui
mana informasi yang asli dan mana yang palsu (Jordan, 1999:117). Juga, keberadaan
intelektual dalam ruang publik virtual menjadi termarjinalisasikan.

This focuses the attention of an anonymous and dispersed public on select topics and information,

allowing citizens to concentrate on the same critically filtered issues and journalistic pieces at

any given time. The price we pay for the growth in egalitarianism offered by the Internet is the

decentralised access to unedsted stories. In this medinm, contributions by intellectuals lose their
power to create a focus. (Habermas, 2006)

Grup-grup diskusi maupun forum perbincangan polittk maupun aksi-aksi
sebagai respon dari realitas politik di daring merupakan salah satu perwujudan ruang
publik di era internet saat ini sebagai penggantiruang baca, perpustakaan, kafe, dan
tempat-tempat sebagaimana disebutkan Habermas sebagai fasilitas dalam diskusi
intelektual telah menjelma menjadi apa yang disebut Poster (1995) sebagai wrtnal
Iphere atau ruang virtual Ruangvirtual yang memfasilitasi publik untuk melakukan
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interaksi melalui beragam jenis komunikasi internet, mulai dari satu kebanyak entitas
atau dari banyak ke banyak hingga penggunaan fasilitas beragam interaksi (Trevor
Barr, 2000:118).

Melalui pendekatan kultural, ruang publik internet atau zirtwal sphere
memberikan/ melahirkan budaya baru dalam proses demokratisasi. Tidak ada lagi
batasan antara borjuis dan proletar, batasan gender menjadi kabur, dan siapa saja
bisa melibatkan dirinya dalam debat intelektual di ranah politik.Sebuah isu bahkan
bisa menjadi informasi yang sangat cepat tersebar dan langsung bisa dijadikan topik
perdebatan (Jordan, 1999:115). Juga, ini merupakan efek yang tidak bisa terelakkan,
ruang virtual menyuburkan gerakan yang beragam, mulai dari gerakan akar rumput
hingga aktivitas terotisme yang menggunakan internet sebagai ruang bebas untuk
menycbarkan paham dan keyakinan tentang kekuasaan pemerintah saat ini, termasuk
di Indonesia (Lim, 2002; Castells, 1997, 2001; Harlon & johnson, 2011).

The virtual sphere allows the expression and development of such movensents that further
demacratic expressions, by not necessarily focusing on traditional political issues, but by

shifting the cultural ground (Papacharissi, 2007:14).

Internet juga metupakan ruang yang bisa melibatkan siapa saja. Mengkritisi
ruang publik Habermas, bahwa ruang virtual melahirkan beragam bentuk ruang
publik yang tdak hanya diisi oleh kalangan borjuis semata, melainkan melibatkan
entitas yang lebih beragam. Ruang virtual juga beroperasi mulai dari level
personal hingga global dan juga melibatkan publik yang tidak mesti setara dalam
membincangkan tentang kebijakan maupun aktivitasnya (IKeane, 2000; Rycroft,
2007; Kahn & Kellner, 2004).

Mempertanyakan Peran Ruang (Publik) Virtual

Ketika membincangkan ruang publik ala Habermas, pada dasarnya ada dua
pertanyaan penting yang mesti diselesaikan terlebih dahulu sebelum membin-
cangkan ruang (publik) virtual. Pertanyaan itu, atau lebih tepatnya kritik, dalam
konteks ini meminjam kritik yang diajukan oleh Fraser (2007:7-30) yakni “#he
legitimacy critigue” dan “the efficacy of public opinion”. Kritik pertama menekankan pada
seberapa jauh legitimasi itu berada dalam wacana yang dikonstruk dalam debat-
debat kritis tersebut. Pasalnya, ruang publik yang terjadi adalah ruang publik yang
sangat bias dari keterwakilan apalagi dengan kondisi struktur masyarakat saat itu
yang sangat kental dengan pembagian kelas. Oleh karena itu, ruang publik yang ada
pada dasarnya tidak mewakili mereka yang berstatus sebagai bukan pemilik modal,
miskin, wanita, agama, dan sebagainya. Kritik selanjutnya terkait dengan apakah
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wacana yang dihasilkan dari debar kritis itu dapat tersuarakan sehingga diperhatikan

oleh pemegang kekuasaan, dalam hal int penyelenggara negara dan pemerintah.
Sebab, selalu ada kepentingan jika terkait dengan pemerintah dan juga masyarakat
kapitalis saat itu. Ini bisa saja menyebabkan arus komunikasi dari wacana yang
dibangun tidak pernah sampai kepada pengambil keputusan atau sebaliknya para
pengambil keputusan itu yang tidak bisa menjangkaunya.

Terhadap kritik pertama Traset, perkembangan masyarakat jejaring saat ini
telah membuka peluang bagi semua kalangan dari beragam latar belakang kelas
untuk terlibat aktif dalam diskusi publik dan mengkontsruk wacana sebagai respon
dari realitas politik atau proses demokratisasi. Meski tetap saja ada kritik yang
menyatakan bahwa ruang-ruang virtual untuk diskusi dan debat tetlalu banyak
(overload), namun disinilah pengguna bisa menentukan pilihan ruang virtual mana
yang bisa mereka ikuti. Sementara dalam kritik kedua pada dasarnya juga menjadi
kritik yang sama ketika membincangkan soal ruang virtual.

Secara lebih spesifik, Benkler (2006:10-16) memberikan kritik tentang bagai-
mana ruang virtual—Benkler menyebutnya dengan “wetworked public sphere’—itu
rentan terhadap persoalan.Internet memungkinkan siapa saja untuk berhicara
atau mendistribusikan informasi dan ketika semua orang berbicara siapa yang
akan mendengar, itulah apa yang disebut Benkler dengan “Babe/ Objection”.
Terlalu banyaknya informasi yang betlalu-lalang di ruang virtual juga membuka
kemungkinan-kemungkinan informasi yang diunggah itu hanya sekadar rumor,
palsu, atau hoax pada dasarnya akan membawa pada debat yang terfragmentasi dan
tidak menutup kemungkinan komunitas politik virtual yang terbentuk akan lenyap
begitu saja.

Keberadaan internet yang tidak selama bersifat desentralisasi juga menjadi
kritik terhadap ruang virtual bagi Benkler. Jutaan bahkan milyaran situs yang
berada di internet merupakan jumlah yang cukup banyak bagi pengguna untuk bisa
memilah dan menentukan mana ruang virtual yang sesuai dengan aspirasi dan tentu
saja menjunjung tinggi proses demokrasi melalui debat kritis namun demokratis.
Banyaknya ruang virtual dan dilandasi dengan tujuan atau motif yang melandasinya
pada titik tertentu bisa menempatkan hasil debat kritis yang dihasilkan di ruang
virtual tersebut tidak memiliki dukungan yang cukup kuat.

Di bandingkan dengan media tradisional seperti koran, televisi, dan radio,
keberadaan internet sebagai ruang virtual juga tidak bisa menggantikan peran
pengawasan (watehdog). Media tradisional dengan sejarah panjang kemunculannya

serta keterbatasan pengguna dalam mengakses internet, khususnya di negara
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berkembang, menjadi dua sisi yang bisa saling bertentangan. Sifat media yang
menjangkau pelosok desa dan juga pola transmisi pesan broadeast media (Holmes,
2005) memungkinkan opini yang dibangun berdasarkan satu suara, dilampiri oleh
alasan demi alasan, dan juga bisa membangun kepercaayaan dalam benak audiens.
Meski bagi Benkler media tradisional ketika telah menguasai pasarmemberikan
kesempatan kepada pemilik media untuk membangun opini serta informasi menurut
versi mereka dan keberadaan internet sebagai ruang virtual bisa menyeimbangkannya,
namun fokus audiens masih jauh lebih besar kepada media tradisional dibandinkan
dengan internet.

Kritik terhadap ruang virtual juga bisa muncul dari apa yang dikatakan sebagai
“digital divide”; dalam konteks ini penulis memandangnya dalam dua sudut berbeda,
terkait akses dan perangkat. Sama halnya dengan ruang publim Habermas, bahwa
di ruang virtual juga tetjadi apa yang disebut pembatasan keterlibatan pengguna
terhadap sebuah komunitas diskusi politik. Perangkat seperti grup di Facebook
atau milis seperti Yahoo Groups memberikan peluang bagi pengelola grup untuk
membatasi siapa saja dalam mengakses informasi. Selain it, akses terhadap
internet dan ruang-ruang virtual juga terkendala oleh kemafnpuan warga dalam
memiliki atau menggunakan perangkat teknologi. Data statistik dari http://
www.internetworldstats.com/asia/id.htm yang diakses penulis pada 11 Juli 2012
menyatakan bahwa pengguna internet di Indonesia diperkirakan berjumlah 30 juta
pengguna atau sekitar 12,3 persen dari jumlah penduduk. Jika dibandingkan dengan
negara-negara di Asia, maka Indonesia hanya berada di ututan ke empat setelah

Cina, India, dan Jepang sebagaimana gambar berikut:



Gambar 2. Statistik Negara Pengguna Internet Terbesar di Asia
pada Tahun 2011

Asia Top Internet Countries
December 31, 2011

j e

Chma “
e el 121.0

Japan  ® ¢ e el 101.2

= g 550

Kot ea, South 4 W 40.3

India .

donesia

Vietnam

%]
Philppines 24 B
& |

Pakistan
Thailand -:i_ n 18.3
Walaysia Z‘ 17.7

0 50 100 150 200 250 3040 150 400 450 500 450 400
Millions of Users

Sowce INteinetWoild Stats - wwiw inteinetamldstats comistats 3 htm

2. 267,233,742 Intzinat users inthe Warld estinvatzd 101 201104

Copyight ©2001-2012, Minkvatts Malksting Graup

Jumlah 30 juta sebagaimana yang dilansir tersebut tidaklah mewakili pengguna

vang dipastikan akan terlibat dalam diskusi kritis di ruang virtual. Ada beragam
alasan pengguna dalam mengakses internet dari sekadar untuk merespon realitas
politik. Apalagi dengan maraknya situs jejaring sosial semacam Facebook atau
Twitter yang terkadang lebih digunakan pengguna hanya untuk memperbaru status
di dinding atau menuliskan aktivitas kescharian.

Penutup

Terkoneksinya entitas secara global serta beragamnya media komunikasi dan
atau Interaksi melalul perangkat internet memberikan peluang‘bagu terciptanya
ruang virtual bagi demokrasi. Namun, kenyataan juga tidak bisa dibantah bahwa
koneksi entitas yang dalam segi kuantitas terbilang banyak tersebut tidak menutup
kemungkinan ruang virtual tersebut menjadi tidak demokratis dan ckslusif dengan
anggota yang memiliki kepentingan pribadi dibandingkan publik.

Jugakita tidak bisa dielakkan bahwa ruang virtual pada kenyataannya tidak
berbeda dari ruang publik yang secara historis digiatkan oleh kalangan borjuis.
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Pasalnya, tidak semua warga bisa mengakses internet dan hanya warga yang memiliki
kepemilikan terhadap komputer dan koneksi internetlah—disebut sebagai *“bourgeois
computer holders” (Frases, 1992)—yang bisa terlibat dalam ruang virtual tersebut.

Persoalan ini setidaknya bisa diantisipasi dengan penyadaran diri terhadap
entitas yang akan terlibat dalam ruang virtual. Melalui medium komunikasi alternatif
seperti internet, setidaknya entitas diberi kesempatan lebih luas untuk bertukar
pikiran terhadap kepentingan publik dan juga sebagai penjaga terhadap kebijakan-
kebijakan pengemban amanah politik yang merugikan publik. Proses penyadaran
diri ini bagi Dean (2003) lebih mencerminkan apa yang disebut Levi Strauss sebagai
“sero institntion”. Tetm ini digunakan Levi untuk menjelaskan keberadaan institusi
atau kelompok watga yang tidak berdasarkan fungsi atau tujuan dari anggota
kelompoknya. Artinya, setiap entitas yang berada dalam ruang virtual menyadari
bahwa mercka bertindak sebagai anggota dari ruang virtual itu. Latar belakang
demografis atau ideologi politik yang dianut oleh entitas menjadi terabaikan ketika
berada di ruang virtual; wacana yang dibangun pun berdasarkan diskusi kritis dan
debat yang ilmiah demi kepentingan publik. Sebab, Dean melihat internet pada
dasarnya merupakan tempat tumbuhnya konflik apabila para aktivis (politik) dari
beragam bendera berinteraksi di dalamnya.
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Abstract

The essence of marriage lies in the extent to the ability of each partner to
integrate of the two different personalities. In order to realize the integration
of personality depend on the intense communication between husband and
wife. Love and biological satisfaction may be make fun at starting of the
wedding. But this may not last long if each partner is not able to integrate with
each other and adapt to maintain friendship. On the other hand, when the
integration of the personality embodied, it will make the feeling of happiness
of the household. The marriage often becomes routine life for the husband
and wife. They think that their partner should know what the wishes. This is
not true. Couples need to establish smooth communication and improve to
openess with each other, share stories, each expressed the desire publicly,
correct each partner’s fault, willing to accept mistakes without arguing or
feeling hurt. The smooth communication will be easier to solve problems and
make the decisions. This paper will also offend an Islamic communication. This
communication can become considering as a solution to achieve a harmonious
household. There are at least 5 items that could be a indicators of the intense
communication towards the Islamic perspective: communicating with truth,
similarity of meaning between the communicating participant, matching
between word and gesture, there is congruence between the verbal expression
of non-verbal expressions , effect on the attitudes and behavior of personal,
and relationships are more intimate with a partner.

Keywords: marriage, personality, similarity of meaning, Islamic commu-
nication, verbal expression.

Abstrak

Hakikat suatu perkawinan terletak pada sampai berapajauh kemampuan
masing-masing pasangan untuk saling berintegrasi dari 2 kepribadian yang
berbeda. Dalam rangka mewujudkan integrasi kepribadian tidak akan pernah
lepas dari komunikasi yang intens antara pasangan suami istri. Cinta dan
kepuasan biologis mungkin menyenangkan pada awal pernikahan. Namun
hal ini kemungkinan tidak berlangsung lama jika masing-masing pasangan
tidak mampu saling berintegrasi dan beradaptasi menjaga hubungan
silaturahmi. Di sisi lain ketika integrasi kepribadian terwujud maka perasaan
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